




A. Latar Belakang 
Kondisi perekonomian di Indonesia yang selalu berkembang, 
disertai dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas, sehingga menuntut 
setiap orang untuk membuat suatu kegiatan usaha agar dapat mencari 
peluang yang memungkinkan untuk dijadikan suatu usaha. Dengan adanya 
peningkatan segala bentuk produk, baik dari segi makanan serta barang, 
yang mengharuskan setiap orang untuk menjadi pelaku bisnis dengan 
membuat ataupun membentuk sendiri kegiatan bisnis dalam memenuhi 
kebutuhan.  
Dalam memulai suatu usaha ataupun bisnis pada saat industri 
seperti saat ini, setiap pelaku bisnis juga harus memperhatikan dari segala 
segi, contohnya modal, dan juga tempat yang strategis. Tempat yang 
strategis ini juga disebut dengan lahan, setiap orang bisa menggunakan 
lahannya sendiri ataupun menyewa lahan dari orang lain.
1
 Berbicara 
tentang lahan, lahan sendiri merupakan unsur terpenting untuk kehidupan 
manusia,
2
 karena lahan menjadi sumber kehidupan yang paling utama bagi 
kehidupan manusia, lahan tersebut dapat dipergunakan sebagai tempat 
untuk menanam bahan makanan, sumber mata pencaharian, ataupun dapat 
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disewakan untuk dipergunakan kepada orang lain yang membutuhkan 
sebagai tempat usaha.  
Berkenaan dengan menyewa suatu lahan yang digunakan sebagai 
tempat untuk melakukan suatu usaha, dalam penyewaan tersebut terdapat 




Definisi dari sewa menyewa disebutkan di Pasal 1548 KUHPerdata 
mengenai perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian Sewa menyewa 
merupakan suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu memberikan 
kenikmatan suatu barang kepada kepada pihak lain dengan waktu tertentu, 
dengan pembayaran harga yang disanggupi oleh pihak tersebut.
4
 Sewa 
menyewa merupakan perjanjian yang konsensual, dalam arti bahwa 
perjanjian yang sudah sah mengikat para pihak setelah mereka mencapai 
kata sepakat terhadap dua hal, yakni barang serta harga.
5
 
Jadi, barang diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk 
dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian, maka penyerahan 
hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa 
itu. Karena kewajiban pihak yang menyewakan ialah menyerahkan barang 
untuk dinikmati kegunaannya hak milik atas barang tersebut. Maka 
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seseorang yang mempunyai hak menikmati hasil secara sah menyewakan 
barang yang dikuasainya dengan hak tersebut.
6
 
Pada perjanjian sewa menyewa, harus ada suatu objek yang 
menjadi pokok persoalan dari lahirnya suatu kesepakatan yang dituangkan 
pada perjanjian tersebut oleh para pihak. Pasal 1333 KUHPerdata 
menyebutkan bahwa, suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa 
suatu barang yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Jumlah 
barang tersebut tidak perlu pasti, asalkan jumlah tersebut dapat ditentukan 
ataupun dihitung.  
“Agar suatu perjanjian itu memenuhi kekuatan hukum yang sah, 
bernilai, serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, prestasi yang 
dijadikan objek perjanjian sekurang-kurangnya harus objek tertentu”. 
Dalam hal ini, objek perjanjian tersebut adalah lahan.
7
 
Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang 
berjanji pada orang lain atau di mana dua orang yang saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal.
8
 Dalam peristiwa ini, maka timbulah suatu 
hubungan diantara dua orang yang dinamakan dengan perikatan. 
Perjanjian dapat menerbitkan suatu perikatan diantara dua orang yang 
membuatnya, yang pada bentuknya berupa suatu rangkaian perkataan yang 
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Pengertian perjanjian dapat diartikan dalam arti luas dan dan juga 
dalam arti sempit.
10
 Kesepakatan antara para pihak untuk menentukan 
bentuk dari perjanjian sewa menyewa lahan, dengan bentuk tertulis 
ataupun tidak tertulis biasanya diawali dengan penawaran dan penerimaan, 
lalu persesuaian kehendak diantara para pihak.
11
  
Penulis menemukan bentuk perjanjian tertulis tersebut, di PT. 
Anugerah Nusantara Gas yang berada di Buko Poso, Way Serdang, 
Kabupaten Mesuji, Lampung yang berupa akta otentik. PT. Anugerah 
Nusantara Gas merupakan agen yang mendistribusikan gas yang berada di 
lingkup daerah Kabupaten Mesuji, Lampung dan sekitarnya.  Lahan yang 
disewa oleh PT. Anugerah Nusantara Gas berfungsi sebagai tempat 
penyimpanan pasokan gas yang belum di distribusikan.  
Dalam perjanjian sewa menyewa lahan tersebut, terdapat suatu 
hubungan hukum yang dapat terjadi antara sesama subjek hukum dan 
antara subjek hukum dengan benda. Hubungan hukum merupakan 
hubungan antara dua subyek hukum ataupun lebih tentang hak dan 




Dengan demikian, antara pemilik lahan dan penyewa muncul suatu 
hubungan hukum. Hubungan hukum ini mengakibat para pihak memiliki 
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suatu kewajiban serta tanggungjawab untuk melakukan perjanjian sewa 
menyewa tersebut.  
Maka berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih 
dalam mengenai judul “TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM 
DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN STUDI PADA 
PT. ANUGERAH NUSANTARA GAS, LAMPUNG.”  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka 
penulis merumuskan masalah yang diteliti yaitu: 
1. Bagaimanakah bentuk dan isi perjanjian sewa menyewa lahan PT. 
Anugerah Nusantara Gas Lampung dengan pemilik lahan? 
2. Bagaimanakah hubungan hukum dari perjanjian sewa menyewa lahan 
PT. Anugerah Nusantara Gas Lampung dengan pemilik lahan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk dan isi perjanjian sewa 
menyewa lahan pada PT. Anugerah Nusantara Gas Lampung 




b. Untuk mengetahui bagaimanakah hubungan hukum dari perjanjian 
sewa menyewa lahan PT. Anugerah Nusantara Gas Lampung 
dengan pemilik lahan. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar 
Strata 1 dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
b. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum, 
khususnya dalam bidang Hukum Perdata, guna menerapkan ilmu 
yang sudah diperoleh selama melaksanakan studi di Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara 
teoritis ataupun praktis, yakni sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta 
wawasan tentang ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perdata 
yakni tentang Perjanjian Sewa Menyewa Lahan PT. Anugerah 
Nusantara Gas Lampung. Sehingga, penelitian ini dapat menjadi acuan 
bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian 




penelitian ini dan memberikan wawasan serta pemahaman terkait 
dengan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan PT. Anugerah Nusantara Gas 
Lampung. 
 
















Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 Perjanjian diatur dalam KUHPerdata pasal 1313, yang mana 
dijelaskan bahwa suatu persetujuan atas perjanjian merupakan suatu 
perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu 
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orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan sumber yang terpenting dalam 
melahirkan suatu perikatan. Menurut Rutten, perjanjian mengandung 
beberapa kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian serpihak dan juga 
sangat luas, karena istilahnya perbuatan tersebut dapat mencakup 
perbuatan melawan hukum.
13
 Agar suatu perjanjian menjadi sah, maka 
diperlukan empat syarat, yaitu: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 
c. Mengenai suatu hal tertentu; 
d. Suatu sebab yang halal. 
Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap dalam hukum, 
dalam arti orang tersebut sudah dewasa dan juga sehat pikirannya.
14
 
Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan 
orang-orang yang tidak cakap hukum dalam membuat suatu perjanjian, 
yakni: 
a. Orang-orang yang belum dewasa; 
b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; 
Semua perjanjian yang dibuat secara sah sifatnya mengikat para 
pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Hal ini merupakan inti yang 
ada pada pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: “Semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi 
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mereka yang membuatnya”. Kata ‘berlaku sebagai Undang-Undang’ dapat 
berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian tersebut; seperti 
halnya dengan Undang-Undang juga mengikat orang yang pada siapakah 
Undang-Undang tersebut berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya, 
dengan membuat suatu perjanjian maka para pihak seakan-akan 
menetapkan Undang-Undang itu bagi mereka sendiri.
15
 
Terdapat beberapa unsur dalam perjanjian, yang akan diuraikan 
sebagai berikut: 
a. Persetujuan Kehendak 
 Pada unsur subjeknya, minimal harus ada 2 pihak pada perjanjian 
yang akan mengadakan persetujuan antara pihak satu dan pihak lainnya. 
b. Kewenangan (Kecakapan) 
 Pada umumnya, orang yang dikatakan cakap hukum apabila dia 
sudah dewasa, dalam arti mencapai umur 21 tahun penuh ataupun sudah 
kawin. Yang dikatakan tidak cakap hukum menurut Pasal 1330 
KUHPerdata adalah orang yang belum dewasa, orang yang berada 
dibawah pengampuan, serta orang yang sakit ingatan. 
c. Objek (Prestasi) Tertentu 
 Kejelasan tentang suatu objek perjanjian yakni untuk 
memungkinkan pelaksanaan antara hak dan juga kewajiban para pihak. 
Jika suatu objek perjanjian atau prestasi tersebut kabur, tidak jelas, sulit, 
atau bahkan tidak mungkin untuk dilaksanakan maka perjanjian 
tersebut batal. 
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d. Tujuan Perjanjian 
 Tujuan perjanjian yang ingin dicapai para pihak tersebut sifatnya 
harus halal, dalam arti tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak 
bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.
16
 
Perjanjian tidak lepas dari kata sewa menyewa. Sewa menyewa 
merupakan suatu bentuk perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya, yaitu memberikan 
kenikmatan dari suatu barang, dengan suatu waktu tertentu dengan 
menyertakan suatu harga oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi 
pembayarannya. Definisi tersebut terdapat pada pasal 1548 B.W. tentang 
perjanjian sewa menyewa. 
17
 
Pada perjanjian sewa menyewa, harus ada suatu objek yang 
menjadi pokok persoalan dari lahirnya suatu kesepakatan yang dituangkan 
pada perjanjian tersebut oleh para pihak. Pasal 1333 KUHPerdata 
menyebutkan bahwa, suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa 
suatu barang yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Jumlah 
barang tersebut tidak perlu pasti, asalkan jumlah tersebut dapat ditentukan 
ataupun dihitung.  
Dalam hak sewa tanah atau lahan untuk bangunan, pemilik 
menyerahkan tanah atau lahannya dalam keadaan kosong kepada penyewa 
dengan maksud agar penyewa dapat mendirikan bangunan yang ada diatas 
tanah atau lahan tersebut. Bangunan yang ada ini jika menurut hukum 
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yang berlaku saat ini menjadi milik pihak penyewa tanah atau lahan 
tersebut, kecuali jika terdapat perjanjian lain.
18
  
Peralihan dalam hak sewa dibuktikan dengan suatu perjanjian 
tertulis diantara pemilik tanah dan juga pemegang hak sewa yang dapat 
berbentuk akta dibawah tangan, ataupun akta otentik, yakni akta notaris 




Dalam Pasal 45 UUPA ditetapkan bahwa yang dapat menjadi 
pemegang dalam hak sewa adalah: 
a. Warga negara Indonesia; 
b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 
c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia serta 
berkedudukan di Indonesia; 




Jika salah satu syarat dan ketentuan tidak lengkap maka tidak dapat 
menjadi pemegang hak sewa. Selain itu, terdapat beberapa unsur dalam 
perjanjian, yaitu: 
a. Unsur Essensialia yakni unsur mutlak yang harus ada pada terjadinya 
perjanjian, jika unsur essensialia ini tidak ada maka perjanjian ini tidak 
mungkin ada. Unsur ini merupakan suatu unsur yang wajib dalam suatu 
perjanjian, jika tidak ada maka perjanjian tersebut menjadi beda, dalam 
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arti perjanjian tersebut tidak sejalan dan tidak sesuai dengan kehendak 
para pihak.  
b. Unsur Naturalia yakni unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus 
dalam suatu perjanjian secara diam-diam yang dengan sendirinya 
dianggap ada pada perjanjian karena sudah merupakan sesuatu yang 
melekat dalam perjanjian. Unsur ini merupakan unsur yang pasti ada 
dalam suatu perjanjian tertentu karena unsur ini sudah diatur dalam 
Undang-Undang tetapi dapat disimpangi oleh para pihak.  
c. Unsur Accidentalia yakni unsur yang harus dimuat atau disebut secara 
tegas atau diperjanjikan secara tegas dalam suatu perjanjian. Dapat 
dikatakan bahwa unsur ini merupakan unsur pelengkap dalam 
perjanjian, yang mana merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat 
diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai juga dengan 
kehendak para pihak, merupakan suatu persyaratan khusus yang 




F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
ialah jenis penelitian deskriptif, karena penelitian ini terfokus untuk 
mengungkapkan dan juga menggambarkan tentang isi dari perjanjian 
sewa menyewa lahan PT. Anugerah Nusantara Gas Lampung. 
2. Metode Pendekatan 
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Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
pendekatan Normatif atau penelitian hukum kepustakaan, karena pada 
penelitian ini pada dasarnya mengkaji hukum yang sudah dikonsepkan 
sebagai norma serta kaidah yang berlaku di masyarakat.
22
 Maka yang 
akan diteliti oleh penulis adalah aspek, norma, peraturan perundang-
undangan dan juga asas-asas hukum terkait dengan perjanjian dan juga 
perjanjian sewa menyewa lahan. Untuk melengkapi serta mendukung 
analisis terhadap peraturan perundang-undangan maka penulis juga 
meneliti tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan. 
3. Jenis Data 
Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Data Sekunder  
Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, 
karena data pada penelitian ini tidak diperoleh secara langsung 
pada objek penelitian, tetapi menggunakan data kepustakaan 
seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku hukum 
perjanjian, jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan 
dengan penulisan skripsi ini. Atau dalam kata lain, penelitian ini 
pada dasarnya cukup mendasar pada data-data sekunder.
23
 
b. Data Primer 
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Data primer yang dimaksud ialah data dasar, yakni data asli yang 
diperoleh dari penelitian ini, serta dari tangan pertama dan belum 
diubah atau diuraikan oleh orang lain.
24
 Data primer yang 
digunakan dari penelitian ini yaitu bahan yang didapatkan dari 
perjanjian sewa menyewa lahan PT. Anugerah Nusantara Gas 
Lampung. 
c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum Tersier ialah bahan yang digunakan sebagai 
petunjuk serta penjelasan atau memberikan informasi tentang data 
sekunder dan juga data primer,
25
 seperti bahan kepustakaan. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara melakukan proses serangkaian kegiatan, yakni 
membaca, menelaah dan juga mengutip dari bahan kepustakaan, 
jurnal, buku-buku, karya ilmiah, internet, serta melakukan pengkajian 
terhadap ketentuan Undang-Undang yang ada kaitannya dengan 
pokok pembahasan dari penelitian, yang dapat disebut dengan metode 
studi pustaka. 
5. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif 
karena pada penelitian ini penulis akan menganalisa tentang peraturan 
Undang-Undang serta literatur ataupun bahan bacaan yang juga ada 
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hubungannya dengan perjanjian sewa menyewa lahan, yang akan 
dianalisis dengan cara lebih mudah untuk dibaca dan dipahami, 
kemudian dapat diambil kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat 
diambil selalu jelas dasarnya hingga selalu dapat dikembalikan pada 




G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini 
maka dikemukakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfat Penelitian 
E. Kerangka Pemikiran 
F. Metode Penelitian 
G. Sistematika Penulisan 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian 
2. Unsur-unsur Perjanjian 
3. Syarat Sah Perjanjian 
4. Macam-macam Perjanjian 
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5. Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan Perbuatan Melawan Hukum 
6. Akibat Perjanjian 
B. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa 
1. Pengertian Sewa Menyewa  
2. Objek dan Subjek Sewa Menyewa  
3. Hak dan Kewajiban dalam Sewa Menyewa 
4. Berakhirnya Sewa Menyewa 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Bentuk dan Isi Perjanjian Sewa Menyewa Lahan PT. Anugerah 
Nusantara Gas Lampung dengan pemilik lahan. 
B. Hubungan hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan PT. 
Anugerah Nusantara Gas Lampung dengan pemilik lahan. 
BAB IV : PENUTUP 
A. Kesimpulan 
B. Saran
